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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tren partisipasi politik perempuan dalam 
wacana keterwakilan perempuan di Pemilu 2024 Provinsi Lampung. Analisis 
dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan kajian pustaka dari 
sumber resmi seperti lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan 
lembaga penelitian. Teori partisipasi politik perempuan menekankan pentingnya 
keterlibatan aktif perempuan dalam berbagai proses politik untuk mencapai 
kesetaraan gender dan memastikan bahwa kepentingan serta kebutuhan 
perempuan tercermin dalam kebijakan publik. Pendekatan lainnya, teori 
representatif milik Hanna Pitkin menyoroti pentingnya kesesuaian antara 
komposisi demografis masyarakat dengan keterwakilan politik. Hasil temuan 
menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilu di Provinsi Lampung 
mengalami stagnasi, dengan persentase yang masih jauh dari target kuota 
nasional. Kondisi ini mencerminkan tren partisipasi politik perempuan berada di 
titik yang sama dan berisiko mengalami penurunan jika tidak menghadapi 
tantangan yang ada secara serius. Kehadiran perempuan dalam desain politik 
masih terbatas dan minim, terutama karena adanya batasan yang diberlakukan 
oleh kaum laki-laki dalam struktur partai politik. beberapa faktor penghambat 
antara lain hambatan sosial budaya, terbatasnya akses ruang pendidikan dan 
informasi politik, sempitnya peluang dan kurang sumber daya serta sistem 
kebijakan pendukung yang menciptakan kesenjangan gender. Tulisan ini 
diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak 
dan peran keterwakilan perempuan dalam politik lokal dan memotivasi perempuan 
untuk aktif terlibat dalam aktivitas politik. 
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Pendahuluan 
Partisipasi politik merujuk pada bentuk keterlibatan aktif individu atau 

kelompok dalam proses pembuatan keputusan politik dan pengambilan keputusan 
yang berkaitan dengan pemerintahan atau negara. Aktivitas politik ini merupakan 
aspek penting dalam masyarakat demokratis, dan merupakan salah satu pilar utama 
dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat (Hariyanti et 
al., 2018). Hal ini memungkinkan warga negara untuk menyuarakan kepentingan, 
aspirasi, dan pendapat mereka, sekaligus memberikan legitimasi terhadap proses 
politik dan pemimpin terpilih. Namun, penting untuk menyadari bahwa meskipun 
partisipasi politik sangat penting untuk berfungsinya demokrasi, terdapat argumen 
yang berlawanan mengenai partisipasi perempuan dalam wacana politik, khususnya 
dalam konteks pemilihan umum. Pada satu sisi, terdapat pandangan yang 
berpendapat bahwa partisipasi politik perempuan penting untuk mencapai tujuan 
kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan. Namun, pada sisi lain, 
terdapat pandangan bahwa partisipasi perempuan dalam politik mungkin tidak 
menjadi prioritas dalam politik (Fitriyah, 2020). Situasi ini telah menimbulkan 
tantangan dan hambatan bagi partisipasi politik perempuan, terutama dalam 
mendapatkan dukungan dan pengakuan di pemilihan umum (pemilu). 

Pemilihan umum adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang paling 
terkenal, dan partisipasi politik perempuan mulai banyak merebut perhatian di 
berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam konteks pemilu di Indonesia, partisipasi 
politik perempuan telah menjadi topik utama dalam diskusi tentang kesetaraan 
gender dan representasi politik perempuan. Partisipasi politik perempuan yang 
rendah, baik sebagai pemilih, aktivis, maupun calon, akan menghasilkan rendahnya 
keterwakilan perempuan dalam politik, yang seringkali membuat kebijakan yang 
responsif terhadap kebutuhan perempuan diabaikan. Ketika perempuan lebih 
banyak terlibat dalam politik, melalui keterlibatan langsung dalam proses pemilu, 
gerakan sosial, atau organisasi politik, mereka tidak hanya meningkatkan jumlah 
perempuan yang terpilih, tetapi juga mempengaruhi agenda politik agar lebih inklusif 
terhadap isu-isu yang relevan bagi perempuan. Maka keterlibatan perempuan dalam 
pemilihan umum juga dapat meningkatkan kualitas representasi politik dengan 
memastikan bahwa keanekaragaman masyarakat tercermin dalam lembaga-lembaga 
politik lokal (Haquri & Sahab, 2023). 

Sehingga, hal ini dapat terlihat bahwa partisipasi politik perempuan dan 
keterwakilan perempuan memiliki hubungan signifikan. Lebih lanjut, hal ini 
dipaparkan melalui dua dimensi representasi dalam teorinya Hanna Pitkin, yaitu 
representasi deskriptif dan representasi substantif. Dimensi representasi deskriptif 
perempuan merujuk pada pentingnya jumlah perempuan dalam lembaga-lembaga 
politik sebagai representasi yang mencerminkan demografi perempuan dalam 
populasi. Teori ini menegaskan bahwa semakin banyak partisipasi perempuan yang 
terlibat dalam politik baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat, semakin besar 
kemungkinan perempuan merasa bahwa kepentingan mereka diwakili (Dovi, 2015). 
Dengan kata lain, berbagai macam bentuk partisipasi politik perempuan dalam 
pemilu, kampanye, atau organisasi politik, dapat meningkatkan jumlah perempuan 
yang terpilih dalam lembaga legislatif atau eksekutif. Selain itu, dimensi representasi 
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substantif perempuan menyoroti pada keterwakilan perempuan apakah benar-benar 
memperjuangkan kepentingan dan kebijakan yang relevan bagi perempuan, seperti 
hak asasi, kesetaraan gender, dan isu-isu lain yang sering diabaikan dalam politik arus 
utama (Dovi, 2015). Dalam hal ini, peran partisipasi politik perempuan yang lebih 
besar di tingkat akar rumput dapat mendorong keterwakilan yang lebih substantif, di 
mana perempuan dalam posisi kekuasaan akan lebih tergerak untuk 
memprioritaskan isu-isu yang mempengaruhi perempuan. 

Perempuan telah memiliki hak untuk memilih dan dipilih sejak 
diberlakukannya Pasal 28 E Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, 
keterwakilan perempuan dalam arena politik masih belum seimbang dengan jumlah 
perempuan di populasi secara keseluruhan (Haquri & Sahab, 2023). Pada tahun 2019, 
Indonesia menduduki peringkat ke-116 dari 193 negara dalam hal representasi 
perempuan di parlemen (Rasyidin & Aruni, 2020). Hal ini masih jauh dari apa yang 
disebut representatif negara demokrasi modern. Salah satu faktor utama yang 
menyebabkan kurangnya representasi perempuan dalam politik adalah budaya 
patriarki yang ada di Indonesia. Budaya patriarki ini terkadang menghasilkan 
stereotip dan ekspektasi yang merendahkan terhadap perempuan dalam arena 
politik (Haquri & Sahab, 2023). Selain itu, tingkat pendidikan dan kesadaran politik 
juga mempengaruhi tingkat partisipasi politik perempuan. 

Stereotip perempuan sering dianggap kurang kompeten atau tidak pantas 
untuk berperan dalam politik, sehingga sulit bagi para perempuan untuk 
mendapatkan dukungan dan pengakuan dalam diskursus politik. Beberapa 
penentang partisipasi politik perempuan berpandangan bahwa kesetaraan gender 
bukanlah alasan utama untuk mendorong partisipasi politik perempuan, melainkan 
fokus utama dari politik haruslah pada keahlian dan kompetensi. Memilih seseorang 
berdasarkan jenis kelamin bukanlah jaminan bagi tercapainya kualitas dan efektivitas 
dalam penyelenggaraan pemerintahan (Purwanti & Setiawan, 2020). Ada pula yang 
berpendapat bahwa menekankan partisipasi politik perempuan dapat mengalihkan 
perhatian dari isu-isu utama yang lebih mendesak seperti perekonomian dan 
kesejahteraan masyarakat (Pinilih, 2020). Sebagian elit politik juga menentang kuota 
perempuan dalam perwakilan politik dan lebih memperjuangkan sistem meritokrasi 
yang menempatkan individu berdasarkan kualifikasi dan kapabilitasnya (Perdana & 
Hillman, 2020). Penggunaan kuota justru dapat merugikan perempuan yang terpilih 
karena dianggap hanya dipilih karena kewajiban kuota, bukan atas dasar kemampuan 
yang sebenarnya. Sehingga, memaksa keterwakilan perempuan dalam politik bisa 
dianggap sebagai bentuk diskriminasi positif yang sebenarnya tidak meratakan 
persaingan antar kandidat. 

Sementara itu, feminisme berpandangan bahwa partisipasi politik perempuan 
sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender dan transformasi sosial (Sutrisno 
& Salsabela, 2023). Partisipasi politik perempuan sangat penting untuk mencapai 
kesetaraan gender dan transformasi sosial, menurut perspektif feminis. Kalangan 
feminis berpendapat bahwa perspektif dan pengalaman perempuan seringkali 
dikesampingkan atau dipinggirkan dalam proses pengambilan keputusan politik, 
sehingga menghasilkan kebijakan dan undang-undang yang tidak cukup memenuhi 
kebutuhan dan hak-hak perempuan (UNDP, 2018). Partisipasi perempuan dalam 
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politik tidak hanya menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif 
dan representatif, namun juga menghasilkan kebijakan yang lebih mencerminkan 
beragam kebutuhan dan pengalaman seluruh anggota masyarakat. Dengan 
melibatkan perempuan dalam kepemimpinan politik dan peran pengambilan 
keputusan, negara-negara dapat memanfaatkan perspektif dan keahlian yang lebih 
luas, sehingga menghasilkan tata kelola yang lebih efektif dan komprehensif. Hal ini 
dapat menghasilkan kebijakan yang mengatasi permasalahan seperti kekerasan 
berbasis gender, hak-hak reproduksi, dan pemberdayaan ekonomi dengan lebih 
efektif. Selain itu, kehadiran perempuan dalam politik juga berfungsi sebagai simbol 
yang kuat bagi generasi muda, menginspirasi lebih banyak perempuan untuk terlibat 
dalam proses politik dan menjalankan peran kepemimpinan. 

Penelitian sebelumnya juga telah menyoroti pentingnya keterlibatan 
perempuan dalam politik, khususnya konteks pemilu. Studi yang dilakukan oleh Jones 
dan Smith dalam teorinya keterwakilan perempuan di politik menunjukkan bahwa 
peningkatan keterwakilan perempuan akan menghasilkan kebijakan yang lebih 
inklusif dan tata kelola yang lebih baik (Wibowo, 2021). Studi-studi lainnya sepakat 
bahwa keterlibatan perempuan dalam proses politik dapat membawa dampak positif 
yang signifikan, baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan lokal secara 
keseluruhan. Partisipasi politik perempuan dapat membawa perspektif yang berbeda 
dalam pengambilan keputusan politik, yang memperkaya diskusi dan memastikan 
bahwa kepentingan seluruh masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok 
marginal lainnya dalam masyarakat ikut dipertimbangkan dengan baik (Iqbal & 
Kurniawan, 2020) (Ramli & Elatrash, 2021) (Suhenty, 2022). Selain itu, keterlibatan 
perempuan dalam pemilihan umum lokal juga dapat meningkatkan kualitas 
representasi politik dengan memastikan bahwa keanekaragaman masyarakat 
tercermin dalam lembaga-lembaga politik lokal  (Haquri & Sahab, 2023). Oleh karena 
itu, mendorong partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum lokal menjadi 
penting tidak hanya untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik, tetapi juga 
untuk memperkuat demokrasi lokal dan mempromosikan pembangunan yang 
inklusif dan berkelanjutan. 

Partisipasi politik perempuan dalam diskursus pemilu merupakan aspek 
penting yang mempengaruhi dinamika politik serta pembangunan secara (Asrida et 
al., 2013). Partisipasi politik perempuan memegang peranan penting dalam 
mengadvokasi isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan perempuan, termasuk isu-
isu sosial, gender equality dan kesejahteraan, terutama dalam membuat kebijakan 
yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Keterlibatan perempuan dalam politik 
lokal juga dapat membawa perubahan dalam gaya kepemimpinan dan pengambilan 
keputusan. Oleh karena itu, kajian partisipasi politik perempuan menjadi menarik 
dalam konteks pemilu seperti yang terjadi di Provinsi Lampung.  

Provinsi Lampung memiliki sejarah panjang dalam dinamika politik lokal dan 
peran perempuan dalam proses pemilihan umum telah menjadi perhatian utama 
dalam beberapa tahun terakhir. Dalam studi ini, akan dilakukan analisis mendalam 
mengenai tren partisipasi politik perempuan dalam konteks pemilu di Provinsi 
Lampung. Analisis ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan 
studi literatur dari sumber resmi seperti lembaga pemerintah, organisasi non-
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pemerintah, dan lembaga riset. Dengan demikian, diharapkan hasil dari kajian ini 
dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak dan peran 
representatif perempuan dalam politik lokal dan memotivasi perempuan untuk aktif 
terlibat dalam aktivitas politik.  

 
Tren Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu 2024 di Provinsi Lampung  

Dalam gelombang perubahan global yang mengutamakan kesetaraan gender, 
partisipasi politik perempuan bukan hanya sebuah kebutuhan yang mendesak, tetapi 
juga sebuah keharusan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. 
Partisipasi politik perempuan menjadi salah satu aspek penting yang menarik untuk 
diamati dalam diskursus pemilu. Pemilu adalah kegiatan politik yang sangat penting 
dalam konteks otonomi daerah, dimana ini merujuk pada sebuah proses komunikasi 
dan pembentukan opini yang terjadi di antara berbagai aktor politik, media massa, 
maupun masyarakat umum (Aziz, 2019). Sementara itu, kesetaraan gender di ruang 
publik masih menjadi perdebatan tanpa adanya penyelesaian yang jelas mengenai 
hak-hak perempuan dalam politik Indonesia.  

Hal ini terlihat pada perilaku perempuan dalam politik yang tidak terlalu 
ambisius, dan partai politik juga tidak terlalu bersemangat memberikan ruang politik 
bagi perempuan di Indonesia. Realitas yang ada ini menunjukkan partisipasi politik 
perempuan masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Tidak hanya 
kekurangan dukungan politik dan kesempatan yang terbatas bagi perempuan dalam 
politik, faktor budaya patriarki yang kuat telah mengakar dalam struktur politik dan 
sosial Indonesia yang sering kali menghasilkan lingkungan yang tidak mendukung 
untuk partisipasi politik perempuan. Paradigma feminisme menyebut hal ini sebagai 
dinamika kekuasaan antara gender dalam konteks politik dan sosial (P. Lestari et al., 
2021). Maka pentingnya transformasi budaya untuk mengatasi hambatan-hambatan 
bagi partisipasi politik perempuan meliputi perubahan dalam norma-norma, nilai-
nilai, dan praktik-praktik yang mendukung ketidaksetaraan gender dalam politik dan 
masyarakat. Transformasi budaya tersebut diperlukan untuk menciptakan 
lingkungan yang lebih inklusif dan merangsang partisipasi politik perempuan dalam 
pandangan feminis. Transformasi budaya ini juga membutuhkan kerjasama yang kuat 
antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam menciptakan kebijakan 
dan program yang mendukung pemberdayaan perempuan, serta mengajak semua 
pihak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dan pemenuhan hak-hak 
perempuan.Transformasi budaya yang melibatkan semua pihak adalah kunci untuk 
menciptakan lingkungan yang inklusif dan merangsang partisipasi politik perempuan 
sehingga dapat mengatasi ketidaksetaraan gender dalam politik dan masyarakat. 

Dalam banyak kasus, perempuan dihadapkan pada ekspektasi sosial yang 
menekankan peran tradisional mereka dalam rumah tangga dan keluarga, yang dapat 
menghambat aspirasi politik mereka (L. Lestari et al., 2023). Partai politik, sebagai 
institusi politik yang sangat berpengaruh, juga kerap tidak memberikan ruang yang 
cukup bagi perempuan dalam struktur dan proses politik mereka. Ketidakberpihakan 
ini mencerminkan ketidaksetaraan gender yang masih ada dalam sistem politik 
Indonesia. Fakta bahwa dalam sejarah politik Tanah Air, hanya satu perempuan yang 
pernah menduduki jabatan politik tertinggi di Indonesia, yaitu Megawati 
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Soekarnoputri, menunjukkan seberapa besar tantangan yang dihadapi oleh 
perempuan yang ingin mencapai posisi penting dalam politik Indonesia (Taryana & 
Pasaribu, 2023) (L. Lestari et al., 2023). Secara bertahap perempuan mengambil 
banyak peran penting dalam aktivitas politik, meskipun dalam proporsi yang lebih 
kecil dibandingkan dengan laki-laki. Perwakilan perempuan dalam politik telah 
mengalami fluktuasi sejak tahun 1950. Tingkat terendah representasi perempuan 
dalam parlemen terjadi antara tahun 1950 dan 1995, tetapi mulai meningkat setelah 
itu. Puncaknya dari tahun 2009 hingga 2014 tercatat ada 100 anggota perempuan 
dalam parlemen, diikuti dengan penurunan menjadi 97 anggota dari 2014 hingga 2019 
(Bahtiar et al., 2021). Hal ini dapat terjadi mengingat upaya tak tergoyahkan dari 
aktivis hak-hak perempuan dan anggota parlemen perempuan yang menyuarakan 
aspirasi dalam penetapan arah kebijakan pada peningkatan partisipasi politik 
perempuan.  

Hal ini yang juga diyakini pemerintah Provinsi Lampung, sebagaimana banyak 
daerah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan dalam mencapai kesetaraan 
gender dalam politik. Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan langkah-
langkah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui berbagai program 
dan kebijakan yang menargetkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas perempuan 
dalam mendobrak berbagai ideologi dan budaya yang menghambat peran 
perempuan di semua bidang. Pemerintah juga berkomitmen untuk mencapai tujuan 
ke lima Sustainable Development Goals (SDGs), yakni mencapai kesetaraan gender 
dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan pada tahun 2030 
(Husein et al., 2021). Tekad ini diwujudkan melalui menetapkan enam target yang 
terdiri dari mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum 
perempuan, menghapus praktik berbahaya, menjamin partisipasi perempuan pada 
tingkat pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap layanan 
kesehatan seksual dan reproduksi (LPPM Unila, 2019). Namun, tantangan yang 
dihadapi oleh perempuan dalam partisipasi politik lokal masih cukup besar. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung 
dan Puslitbang Wanita, Anak, dan Pembangunan Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung (2019) menjelaskan 
bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Lampung di tahun 2018 masih berada di 
angka 90,57%, yang hanya mengalami peningkatan sebesar 0,08% dari tahun 
sebelumnya, dengan hasil indikasi bahwa percepatan pembangunan untuk 
perempuan di Provinsi Lampung masih lebih lambat dari laki-laki. Sementara itu, 
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menilai tingkat partisipasi perempuan dalam 
parlemen, kontribusi upah pekerja perempuan, dan jumlah perempuan sebagai 
tenaga kerja profesional di Provinsi Lampung justru mengalami stagnasi dari tahun 
2016 sebesar 62,01 dan di tahun 2018 sebesar 63,60. Ini menunjukkan perlunya lebih 
banyak upaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Provinsi 
Lampung, seperti hal nya memberikan ruang dan kesempatan bagi hak perempuan 
untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik. 

Partisipasi politik perempuan dalam diskursus pemilu merupakan salah satu 
upaya penting untuk mencapai keterlibatan politik yang setara antara perempuan 
dan laki-laki dalam pembangunan politik Indonesia. Namun, partisipasi politik 
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perempuan tidak semata-mata soal kuantitas, tetapi juga kualitas keterlibatan 
mereka. Perempuan yang terlibat dalam politik tidak selalu memperjuangkan agenda 
kesetaraan gender, terutama jika mereka berada dalam sistem politik yang patriarkal 
atau didominasi oleh agenda partai yang maskulin. Oleh karenanya, hak politik 
perempuan di Indonesia diatur secara khusus untuk memberikan mereka 
kesempatan secara aktif terlibat dalam politik. Meskipun, aturan ini belum mencapai 
kesetaraan penuh dengan hak-hak politik laki-laki yang disetujui oleh negara. Konsep 
kesetaraan gender, khususnya dalam hal keterwakilan perempuan sebagai anggota 
legislatif, diabadikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, 
yang mengamanatkan bahwa partai-parpol harus mengajukan minimal 30% calon 
perempuan untuk jabatan legislatif (Destemi & Hartati, 2020). Pentingnya pendidikan 
politik dengan memikirkan keseimbangan dan kesetaraan gender juga telah 
ditekankan melalui UU No. 10 Tahun 2008.  

Demi ketercapaiannya tujuan ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (PPPA) telah menginisiasi program pendidikan dan pelatihan 
politik yang komprehensif yang dirancang khusus untuk calon-calon perempuan yang 
mencalonkan diri dalam pemilihan dalam rangka persiapan Pemilu 2018 silam (LPPM 
Unila, 2019). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kehadiran perempuan di 
ranah politik, sehingga menumbuhkan lanskap politik yang lebih seimbang dan 
inklusif baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi 
Lampung mendukung peningkatan kesetaraan gender tersebut lebih signifikan 
diantaranya melalui pemberlakuannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (LPPM Unila, 2019). 
Terlebih lagi, Lampung merupakan salah satu dari banyaknya provinsi yang memiliki 
gubernur atau wakil gubernur perempuan, seperti Hj. Eva Dwiana, S.E., dan 
Hj.Chusnunia Chalim, S.H., M.Si., M.Kn., Ph.D. Keterlibatan tokoh politik perempuan 
menjadi orang nomor satu di Lampung diharapkan dapat membuat partisipasi 
perempuan dalam politik semakin banyak dan bertambah.  

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa dari jumlah kependudukan 
Indonesia berdasarkan jenis kelamin di tahun 2020, perempuan sebagai mayoritas 
sebanyak 51,13% dan persentase laki-laki adalah 48,87% (BPS, 2021). Besarnya angka 
ini tidak tercerminkan dalam realita di lapangan yang justru menggambarkan 
partisipasi politik perempuan di Indonesia masih rendah. Hal ini terlihat dari data 
Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional dimana pemilih perempuan hanya mencapai 
49,79% dibanding 50,21% pemilih laki-laki (KPU, 2024). Meskipun jumlah populasi 
perempuan di Indonesia lebih besar dibandingkan laki-laki, realitas partisipasi politik 
perempuan masih jauh tertinggal, terutama dalam hal keterwakilan di lembaga-
lembaga politik formal. Dilansir dari situs KPU, kondisi keterwakilan perempuan di 
lembaga politik masih jauh tertinggal daripada laki-laki di parlemen: DPR RI (hanya 
21,92%); DPRD Provinsi (18,43%); dan DPRD Kabupaten/Kota (19,67%). Maka dapat 
disimpulkan bahwa amanat keterwakilan perempuan sebesar 30% nyatanya belum 
pernah terjadi di parlemen Indonesia, demikian pula hal yang sama terjadi di daerah 
Lampung. 

Berdasarkan teori representasi deskriptif, yang menyatakan bahwa komposisi 
demografis wakil politik harus mencerminkan demografi masyarakat, keterwakilan 
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perempuan di Indonesia yang masih jauh di bawah 30% jelas menunjukkan adanya 
ketidakseimbangan antara jumlah perempuan dalam populasi dengan peran mereka 
dalam politik (Dovi, 2015). Meski Indonesia telah menerapkan kebijakan kuota 30% 
perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, kenyataan di lapangan 
menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan tetap kurang dari angka tersebut. Hal 
ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk hambatan struktural seperti patriarki, 
stereotip gender, kurangnya dukungan finansial, serta akses terbatas terhadap 
pendidikan politik dan jaringan kekuasaan. 

Dari perspektif teori representasi substantif, kuota jumlah tidak cukup jika 
perempuan yang terpilih tidak secara aktif memperjuangkan isu-isu yang penting bagi 
perempuan, seperti kesetaraan gender, hak kesehatan reproduksi, dan 
pemberdayaan ekonomi perempuan (Dovi, 2015). Selain itu, teori feminisme radikal 
menyoroti bahwa sistem politik yang didominasi oleh laki-laki dan dibangun di atas 
nilai-nilai patriarki cenderung membuat perempuan terpinggirkan dari proses 
pengambilan keputusan yang signifikan. Oleh karena itu, meskipun ada upaya formal 
untuk meningkatkan keterwakilan perempuan melalui kuota, realisasi substantif dari 
partisipasi politik perempuan masih belum tercapai. Peraturan tentang keterwakilan 
perempuan hanya akan efektif jika diiringi dengan perubahan struktural yang lebih 
mendalam, termasuk peningkatan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor, 
perubahan budaya politik yang lebih inklusif, serta penguatan kapasitas perempuan 
untuk memimpin dan berkontribusi secara aktif dalam politik. Tanpa ini, keterwakilan 
perempuan di Indonesia akan terus berada di bawah target, sekalipun mereka 
menjadi mayoritas dalam populasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Keanggotaan Parlemen Berdasarkan Jenis Kelamin 
Sumber: KPU (2024), data diolah oleh peneliti. 

 
Situasi politik nasional sering kali mencerminkan dinamika yang terjadi di 

tingkat lokal, termasuk di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki 
pertumbuhan populasi perempuan yang signifikan, tetapi keterlibatan mereka dalam 
proses politik cenderung terbatas. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung 
bersifat positif dengan jumlah total di tahun 2022 sebanyak 9.176.546 jiwa (BPS 
Lampung, 2023). Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 
(2019) bahwa 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung memiliki indeks disparitas 
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gender kurang dari satu yang bermakna jumlah penduduk laki-laki lebih besar 
daripada Perempuan, kecuali di Kota Metro. Sementara itu, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi Lampung (2024) melaporkan data jumlah DPT daerah 
adalah 6.539.128 jiwa dengan komposisi terdiri dari 50,86% laki-laki dan 49,16% 
Perempuan. Maka tidak mengherankan jika partisipasi politik perempuan di Provinsi 
Lampung masih terbatas dan belum mencapai target yang diharapkan.  

Gambar di bawah ini menunjukkan grafik persentase keterlibatan perempuan 
dalam parlemen di daerah-daerah Provinsi Lampung yang menunjukkan bahwa tidak 
ada satu pun daerah yang memenuhi target 30% partisipasi perempuan. Angka 
keterlibatan perempuan dalam parlemen mengalami peningkatan pesat di beberapa 
daerah dengan puncak tertinggi diperoleh Pesawaran sebesar 26,67% dari 1,03% di 
tahun 2020. Walaupun keterlibatan perempuan dalam parlemen di dua daerah justru 
mengalami penurunan sebesar 2,5% untuk Pringsewu, dan 4% untuk Metro, dan 
sejumlah daerah lainnya mengalami stagnasi . Dengan demikian, jumlah perempuan 
yang terlibat dalam politik, baik sebagai kandidat maupun pemilih, masih jauh di 
bawah jumlah laki-laki. Dilansir dari Sekretariat DPRD Lampung jumlah perempuan 
yang berhasil masuk dalam kabinet DPRD Lampung adalah 15-16 dari 85 kursi 
keseluruhan (BPS Prov Lampung, 2024). Sedangkan jika kita merujuk pada kuota yang 
tersedia adalah 30%, maka seharusnya masih ada 7 sampai 8 kursi lagi yang tersedia 
pada kabinet untuk keterwakilan perempuan. Tantangan besar bagi perempuan 
dalam mengakses posisi kekuasaan politik di tingkat lokal, meskipun populasi 
perempuan di daerah-daerah tersebut signifikan. 

 
Gambar 2. Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tahun 2020-2022 (persen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: BPS Provinsi Lampung (2024), data diolah oleh penulis. 

 
Tabel 1. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Partai Politik dan 
Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Periode 2019-2024 
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Partai PDI-Perjuangan 12 7 19 

Partai Gerindra 11 1 12 

Partai Golongan karya 9 1 10 

Partai Demokrat 10 - 10 

Partai Nasdem 6 3 9 

Partai Kebangkitan Bangsa 5 4 9 

Partai Keadilan Sejahtera 9 - 9 

Partai Amanat Nasional 7 - 7 

Jumlah 69 16 85 
Sumber: Sekretariat DPRD Lampung, (2020). 

 
Tabel 2. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Partai Politik dan 
Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2024-2029 

Partai Politik Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Partai PDI-Perjuangan 7 6 13 

Partai Gerindra 15 1 16 

Partai Golongan karya 9 2 11 

Partai Demokrat 9 - 9 

Partai Nasdem 6 4 10 

Partai Kebangkitan Bangsa 10 1 11 

Partai Keadilan Sejahtera 6 1 7 

Partai Amanat Nasional 7 1 8 

Jumlah 69 16 85 
Sumber: Sekretariat DPRD Lampung, (2024). 

 
Jumlah keterwakilan perempuan di lembaga politik yang tetap stagnan 

selama dua periode berturut-turut, yakni sebanyak 16 orang atau setara dengan 
18,82%, mencerminkan lambatnya kemajuan dalam upaya mencapai kesetaraan 
gender di arena politik. Menurut teori representasi deskriptif, idealnya, jumlah 
keterwakilan perempuan dalam lembaga politik harus mendekati atau setidaknya 
sebanding dengan proporsi populasi perempuan dalam masyarakat. Namun, 
persentase 18,82% ini jauh dari target kuota 30% yang diamanatkan oleh kebijakan 
kuota nasional untuk mendorong keterlibatan perempuan yang lebih besar. Hal ini 
menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya formal untuk meningkatkan 
partisipasi perempuan, hasilnya masih stagnan dan belum mengalami peningkatan 
yang signifikan. 

Jika dilihat melalui lensa teori representasi substantif, stagnasi ini 
mengindikasikan bahwa tidak hanya jumlah perempuan yang belum bertambah 
secara signifikan, tetapi juga bahwa perempuan yang ada dalam lembaga politik 
mungkin tidak cukup mampu atau tidak diberi ruang untuk memengaruhi perubahan 
substantif yang mendukung kepentingan perempuan (Dovi, 2015). Lebih dari itu, 
penurunan partisipasi ini juga memperlihatkan potensi kemunduran dalam progres 
politik perempuan, di mana hambatan-hambatan sistemik, seperti patriarki, 
minimnya dukungan partai politik, dan kurangnya akses perempuan ke sumber daya 
politik, tetap menjadi penghalang utama bagi keterwakilan yang memadai. 
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Realisasi hak-hak politik perempuan yang stabil di Indonesia telah terhambat 
oleh berbagai pengaruh internal dan eksternal. Moore menjelaskan bahwa peran dan 
kehadiran perempuan dalam desain politik masih terbatas dan minim, terutama 
karena adanya batasan yang diberlakukan oleh kaum laki-laki dalam struktur partai 
politik (Bahtiar et al., 2021). Konstruksi politik yang ada cenderung mempersempit 
ruang gerak perempuan dalam dunia politik, menciptakan situasi yang sulit bagi 
mereka untuk berperan secara signifikan. Disparitas ini dapat disebabkan oleh 
berbagai faktor diantaranya hegemoni ideologi dan budaya patriarki yang 
menganggap bahwa laki-laki memiliki peran yang lebih dominan dalam 
pembangunan dan kebijakan publik.  

Stereotip miring tentang perempuan sebagai pemimpin dan pengambil 
keputusan juga terbentuk karena secara historis budaya politik telah lebih 
mendukung partisipasi dan kepemimpinan laki-laki. Terbatasnya akses terhadap 
pendidikan dan informasi politik bagi perempuan, serta kurangnya dukungan dan 
ruang bagi partisipasi politik perempuan juga menjadi faktor penghambat 
keikutsertaan perempuan dalam desain politik. Kurangnya komunikasi politik yang 
efektif di antara para pembuat kebijakan juga memainkan peran penting dalam 
menghambat integrasi penuh perempuan dalam politik. Padahal kebebasan untuk 
berpartisipasi dalam politik adalah hak mendasar bagi semua individu, ketika 
perempuan menjelajah ke bidang politik, sangat penting bahwa mereka diberkahi 
dengan ruang politik yang diperlukan untuk membuat keputusan yang dapat 
berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan komunal.  

Selain itu, dengan melihat tren ini, ada kekhawatiran bahwa meskipun jumlah 
perempuan dalam lembaga politik tetap konstan, kontribusi mereka dalam 
pengambilan keputusan yang berfokus pada isu-isu perempuan mungkin tidak 
semakin kuat. Partisipasi politik perempuan memiliki peran krusial dalam menjawab 
tantangan tersebut. Meskipun jumlah perempuan dalam lembaga politik mungkin 
tetap konstan, sebagaimana dicatat dalam tren keterwakilan yang stagnan, masalah 
utama terletak pada seberapa jauh partisipasi mereka mampu memengaruhi 
kebijakan yang berfokus pada isu-isu perempuan. Teori representasi substantif 
menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam politik tidak selalu menjamin 
advokasi yang efektif terhadap kepentingan perempuan, terutama jika mereka 
berada dalam struktur politik yang masih didominasi oleh nilai-nilai patriarkal. Di sini, 
partisipasi politik perempuan harus diperluas tidak hanya dalam hal kuantitas, tetapi 
juga kualitas, dengan menekankan pemberdayaan politik yang memungkinkan 
perempuan untuk benar-benar memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan. 

Kekhawatiran akan stagnasi atau bahkan kemunduran dalam kontribusi 
perempuan dapat dijawab dengan memperkuat infrastruktur politik yang lebih 
inklusif dan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi 
secara efektif. Ini meliputi peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan 
politik, dukungan dari partai politik, dan pemberian peran strategis dalam lembaga 
politik. Tanpa reformasi struktural dan kultural ini, partisipasi politik perempuan akan 
terus berada dalam kondisi marginal, di mana kehadiran mereka hanya bersifat 
simbolis tanpa dampak nyata terhadap kebijakan. Selain itu, tanpa keterlibatan aktif 
perempuan dalam pengambilan keputusan, isu-isu penting yang berdampak 
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langsung pada kehidupan perempuan, seperti hak kesehatan reproduksi, kesetaraan 
ekonomi, dan kekerasan berbasis gender, berisiko diabaikan. 

Akibatnya, perempuan seringkali kesulitan dalam menghadapi tantangan dan 
hambatan untuk mengembangkan kehadiran dan pengaruh mereka dalam ranah 
politik, sehingga menjadi penting untuk mengakui dan mengatasi ketidaksetaraan ini 
dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam politik. Oleh karena itu, 
dorongan yang lebih kuat untuk pemberdayaan perempuan di politik diperlukan 
untuk melampaui sekadar representasi deskriptif. Upaya ini harus memastikan bahwa 
perempuan tidak hanya terwakili secara numerik tetapi juga memiliki pengaruh 
substantif terhadap kebijakan. Dengan langkah-langkah pemberdayaan yang 
terstruktur dan dukungan politik yang berkelanjutan, partisipasi politik perempuan 
dapat menjadi kunci untuk mengatasi stagnasi dan membuka jalan bagi perubahan 
yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. 

 

Penutup 
Stagnasi jumlah keterwakilan perempuan dalam wacana pemilu di Provinsi 

Lampung menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa upaya untuk meningkatkan 
keterlibatan perempuan, hasilnya tren partisipasi politik perempuan berada di titik 
jauh dari harapan. Peran partisipasi politik perempuan dalam menjawab tantangan 
keterwakilan tidak dapat dipandang sebatas angka atau kuota formal semata. 
Meskipun kebijakan kuota bertujuan meningkatkan jumlah perempuan dalam 
lembaga politik, realitas menunjukkan bahwa tantangan yang lebih besar terletak 
pada pemberdayaan substantif perempuan dalam politik. Tanpa peningkatan kualitas 
partisipasi, kehadiran perempuan di arena politik berisiko menjadi sekadar 
representasi simbolis yang tidak mampu mendorong perubahan kebijakan yang 
berpihak pada kepentingan perempuan. Meningkatkan keterwakilan perempuan 
dalam parlemen dan lembaga politik lainnya bukan saja menjadi kewajiban bagi 
pemerintah, tetapi juga merupakan sebuah kebutuhan untuk menciptakan kebijakan 
yang lebih inklusif dan representatif bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini 
mengingat bahwa partisipasi politik perempuan merupakan bagian integral dalam 
proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga perlu adanya 
komitmen yang kuat melalui langkah-langkah konkrit dan terintegrasi untuk 
memperjuangkan kesetaraan gender dalam bidang politik.  

Pemerintah daerah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya partisipasi politik perempuan melalui kampanye edukasi yang terarah dan 
menyediakan lebih banyak ruang partisipasi politik bagi perempuan. Pembentukan 
gerakan perempuan politik oleh anggota politisi partai politik seperti Kaukus 
Perempuan Politik Indonesia (KPPI) juga dapat mendorong pemberdayaan 
perempuan, meningkatkan peluang partisipasi politik perempuan, dan 
memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung perempuan dan anak 
(Margaretha & Ruwaida, 2005). Organisasi seperti ini tidak hanya menjadi wadah bagi 
perempuan untuk bersuara dalam politik, tetapi juga sebagai agen perubahan 
menuju kesetaraan gender yang sejati. Selain itu, pemberdayaan ekonomi 
perempuan berkolaborasi antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat juga 
dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan peran dan partisipasi politik 
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perempuan. Dengan demikian, harapan untuk mencapai keterwakilan politik yang 
setara antara perempuan dan laki-laki dalam mempengaruhi kebijakan dan 
perubahan positif dalam masyarakat bisa diwujudkan. 
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